PELAKSANAAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP KLAIM PENGUSAHA ATAS PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
(STUDI DI BPJS KETENAGAKERJAAN)
JURNAL ILMIAH
[image: LOGO UNRAM WARNA]





Oleh :
KM. Tomy Indrawan
[bookmark: _GoBack]
DIA014156


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020


HALAMAN PENGESAHAN 
PELAKSANAAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP KLAIM PENGUSAHA ATAS PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
(STUDI DI BPJS KETENAGAKERJAAN)
JURNAL ILMIAH 
[image: LOGO UNRAM WARNA]






Oleh :
KM. Tomy Indrawan

DIA014156

Menyetujui,
[image: C:\Users\majakomputer22222222\Documents\LL_0001.jpg]Pembimbing I






Pelaksanaan yuridis tanggung jawab BPJS ketenagakerjaan terhadap klaim pengusaha atas pekerja yang mengalami kecelakaan kerja (studi di BPJS ketenagakerjaan)

Komang tomy indrawan
D1A014156
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM 
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Yuridis Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjan Terhadap Klaim Pengusaha Atasw Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Di BPJS Ketenagakerjaan). Tujuan dari penelitiian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap klaim pengusaha atas pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui faaktor – faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitin ini bahwa pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam mengatasi klaim pengusaha berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab pengusaha atas pengajuan klaim tersebut tidak terlepas dari faktor umum yang berkaitan dengan penegakaan hukum dan hukumnya sendiri 
Kata kunci : pelaksanaan yuridis tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan 
THE IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY OF THE SOCIAL SECURITY AGENCY OF MANPOWER AGAINST THE EMPLOYER'S CLAIMS FOR THE WORKERS SUFFERING WORK ACCIDENTS 
(A Study at Social Security Agency of Manpower)
ABSTRAC
The purpose of this research is to study the responsibility of the social security agency of manpower against the employer's claims for the workers suffering work accidents and juridical factors influencing the implementation of the responsibility of the social security agency of manpower. This is a normative legal research. The results of this research show that the implementation of the responsibility of the social security agency of manpower in responding the employer's claims is proceeding accordingly with the laws and regulations. Furthermore, the factors influencing the implementation of employers' responsibility for filing claims are inseparable from the general factors relating to law enforcement and the substance of law itself.
Keywords: implementation, responsibility, social security agency, manpower 
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I. PENDAHULUAN
Hubungan kerja merupakan istilah pengganti untuk istilah hubungan perburuhan. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh yang berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Dari pengertian hubungan kerja di atas jelaslah bahwa hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh didasari oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja pada prinsipnya adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan). 
Dengan telah dibuatnya perjanjian kerja maka akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pihak pekerja adalah melakukan pekerjaan dan kewajiban pengusaha dalam kaitannya dengan usulan penelitian ini adalah melakukan perlindungan kerja dalam hal pekerja dalam melakukan pekerjaan.
Perlindungan kerja yaitu untuk menjamin hak-hak diatas pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa deskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha[footnoteRef:1]. Dan secara teoritis perlindungan kerja ini terdiri dari : 1. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyaraklat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan Kesehatan Kerja. 2. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai Keselamatan Kerja. 3. Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan Jaminan Sosial.[footnoteRef:2] [1: Burhanuddin,  Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, www.lutfichakim.com/2012/.../perlindungan-hukum-tenaga-kerja, diakses tgl. 28 Juli 2019.]  [2:  Zaenal Asikin, dkk, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Radja Grafindo Persada, 2012, hlm. 77] 

Dalam perlindungan kerja, khususnya perlindungan ekonomis yang biasanya disebut dengan Jaminan Sosial merupakan jenis perlindungan kerja yang terpenting, karena dengan perlindungan kerja ini pekerja akan terlindung dari jaminan jika pekerja/buruh mendapatkan kecelakaan kerja; dalam arti kata pekerja/buruh akan mendapatkan jaminan sosial jika mendapatkan kecelakaan kerja.
Di Indonesia sekarang ini, jaminan kecelakaan kerja diberikan oleh BPJS. Ketenagakerjaan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja yang akan menjadi bahasan pokok penelitian ini.
Atas dasar itu maka perumusan masalah dalam Jurnal Penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap klaim Pengusaha atas Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan 2). Apa faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap klaim Pengusaha atas Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dengan dengan tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap klaim Pengusaha atas Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap klaim Pengusaha atas Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, dengan metode  pendekatan yang di gunakan yaitu : (a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan.

II. PEMBAHASAN
	Pelaksanaan Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap Klaim Pengusaha atas Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja
Pengertian tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang atau suatu badan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: [footnoteRef:3] 1. Dari sisi yang berbuat. 2. dari sisi yang kepentingan pihak lain. [3:  Samsul Azhari, Pengertian Tanggung Jawab, Http:/www. Kompassiana.com/Samsul Azhari, Pengertian Tanggungjawab./html. Diakses tanggal 12 Oktober 2019.] 

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi tanggung jawab BPJS. Ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini adalah memberikan santunan, jaminan atau tunjangan kepda pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja sebagaimana terurai dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja. a. Jaminan Kecelakaan Kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan bisa jadi akan mengakibatkan :[footnoteRef:4]1. Kematian, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia. 2. Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan. Cacat ini terdiri dari : a. Cacat Tetap, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap. b. Cacat Sementara, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu. [4: Zaeni Asyhadie dan Lalu Hadi Adha, Perlindungan Kerja Nasional Paska BPJS, (Mataram - Sanabil Publishing, 2019), hlm. 168. ] 

Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan, bahwa peserta program Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) terdiri dari: (a) Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dan (b) Peserta bukan penerima upah.
Iuran bagi program jaminan sosial, khususnya program jaminan kecelakaan kerja ini biasanya dibayar oleh pengusaha. Kewajiban pengusaha untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang dia harus berani pula menanggung risiko dari orang yang dia pekerjakan.”
Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh yang dipertanggungkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, maka kewajiban pengusaha adalah : 1. Wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan Kecelakaan Kerja Tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak terjadinya kecelakaan. 2. Wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter yang menerangkan : a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau d. Meninggal dunia.
Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II yang disampaikan kepada Badan Penyelenggara berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran Jaminan kecelakaan Kerja. Oleh karena itu Laporan Kecelakaan Kerja ini harus dilampiri: a. Foto copy Kartu Peserta; b. Surat keterangan dokter sebagaimana dikemukakan di atas; c. Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan. Dengan demikian ini berarti biaya pengobatan dan pengangkutan dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha; d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh Badan Penyelenggara. 3. Wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak menerima hasil diagnosis dari Dokter Pemeriksa.
Berdasarkan laporan pengusaha tersebut satu-satunya kewajiban Badan Penyelenggara (PT. Jamsostek) adalah membayar Jaminan Kecelakaan kerja sebagaimana ditetapkan oleh Uundang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Dan/atau Peraturan terbaru berdasarkan BPJS. Namun demikian sebelum kewajibannya tersebut dilaksanakan Badan Penyelenggara terlebih dahulu harus menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya.
Dalam kaitannya dengan kewajiban Badan Penyelenggara ini maka yang perlu mendapat perhatian adalah : 1. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh, maka pengusaha atau pekerja/buruh/keluarga atau Badan Penyelenggara meminta penetapan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selanjutnya dengan bantuan Dokter Penasehat akan mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas kecelakaan tersebut. Jika hasil pemeriksaan dan penelitian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang berupa penetapan kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, tidak diterima oleh salah satu pihak maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Tenaga Kerja. Sambil menunggu penetapan Menteri apakah merupakan kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Badan Penyelenggara tetap berkewajiban membayar Jaminan Kecelakaan Kerja kepada  pekerja/buruh. Jika Menteri Tenaga Kerja pada akhirnya menetapkan bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan kerja maka jaminan yang telah diberikan tidak bisa dimintakan kembali oleh Badan Penyelenggara, dan Badan Penyelenggara tidak dikenakan sanksi atau ganti rugi. 2. Demikian juga halnya apabila terjadi perbedaan pendapat tentang persentase Cacat antara Badan Penyelenggara atau pengusaha atau pekerja/buruh atau keluarganya maka salah satu pihak dapat meminta penetapan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara selanjutnya meminta pertimbangan Dokter Penasehat untuk menetapkan persentase cacat atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja/industrial. Jika penetapan Pegawai Pengawas tidak diterima oleh salah satu pihak maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Tenaga Kerja. Sambil menunggu penetapan Menteri apakah merupakan kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Badan Penyelenggara tetap berkewajiban membayar Jaminan Kecelakaan Kerja kepada  pekerja/buruh. Jika Menteri Tenaga Kerja pada akhirnya menetapkan persentase cacat yang berbeda dengan penetapan Pegawai pengawas, yang mengakibatkan : a. Santunan lebih kecil dari penetapan Menteri, maka Badan penyelenggara harus membayar kekurangannya. b. Santunan lebih besar dari penetapan Menteri, maka Badan Penyelenggara tidak dapat meminta kembali kepada pekerja/buruh yang bersangkutan dan petugas Badan penyelenggara tidak dapat dikenakan sanksi dan ganti rugi.
Dalam hal terjadi perbedaan besarnya santunan yang diterima pekerja/buruh/keluarganya disebabkan adanya pelaporan yang tidak benar oleh Pengusaha kepada Badan Penyelenggara maka pekerja/buruh yang bersang-kutan meminta perhitungan kembali kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Setelah Pegawai Pengawas melakukan perhitungan berdasarkan upah sebenarnya yang diterima pekerja/buruh, dan hitungannya lebih besar dari pada santunan yang dibayarkan oleh Badan penyelenggara, maka pengusaha wajib membayar kekurangannya. Sebaliknya apabila perhitungan Pegawai Pengawas tidak diterima oleh pengusaha atau pekerja/buruh atau keluarganya, maka pihak yang bersangkutan dan mengajukan keberatan kepada Menteri. Penetapan Menteri hasil pengaduan mereka merupakan keputusan akhir yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan.
Faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap klaim Pengusaha atas Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan atas pengajuan klaim Pengusaha tidak terlepas dari faktor-faktor umum yang berkaitan dengan penegakan hukum.
Penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai suatu sarana kontrol sosial tidak terlepas pula dari beberapa unsur, yaitu :[footnoteRef:5] 1. Kemauan hukum, artinya tujuan dan janji-janji yang tercantum  dalam peraturan hukum; 2. Tindakan para penegak hukum; 3. Struktur penegakan hukum; 4. Pengaruh atau bekerjanya kekuataan-kekuatan yang berasal dari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. [5:  Satjipto Rahardjo, dipetik dari Zaeni Asyhadie dan Arief Rachman, Pengantar Ilmu Hukum, (Depok – Radja Grafindo Persada, Cet. 6, 2018), hlm. 184.] 

Sejalan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi bekerjanya sesuatu hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab BPJS. Ketenagakerjaan, yaitu :[footnoteRef:6] a. Hukumnya sendiri;. b. Penegak Hukum atau petugas yang menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan. c. Sarana dan Fasilitas yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada Kesadaran hukum BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja buruh yang dikenai tanggung jawab, hak dan kewajiban oleh ketentuan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. [6:  Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum, (Jakarta - -Radja Grafindo Persada, Cet.12, 2016), hlm. 8] 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena “dia” merupakan esensi dari penegakan hal tersebut maka hal tersebut berdasarkan analisa penulis ikut pula mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dibawah ini : a. Hukumnya sendiri; Oleh Surjono Sukanto faktor hukumnya diartikan dengan Undang-Undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Faktor hukumnya jelas mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu maka hukumnya (Peraturan Perundang-Undangannya) harus : (1) sudah ada, (2) masih berlaku, dan (3) sudah jelas pengaturannya. Dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan Kecelakaan Kerja sudah ada dan masih berlaku. Peraturan tersebut sudah dikemukakan di atas, antara lain adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. b. Penegak Hukum atau petugas yang menerapkan ketentuan. Istilah “penegak hukum” mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.[footnoteRef:7] Dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, penegak hukumnya adalah: Aparat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu sendiri, Dinas Tenaga Kerja setempat dan Dokter Pemeriksa dan Dokter Penasehat besaran Jaminan Kecelakaan Kerja yang sepantasnya diterima pekerja/buruh yang mengalami kecelekaan kerja. c. Sarana dan Fasilitas yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan tidak akan langsung bisa berjalan secara lancar. Sarana dan fasilitas pelaksanaan tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil penelitian, bak berdasarkan pengamatan maupun wawancara penyusun dengan informan dari BPJS Ketenagakerjaan, adalah : Perkantoran, Alat-alat kantor, dan Alat-alat-alat pendukung lainnya guna menetapkan besaran tunjangan kecelakaan kerja kepada pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja[footnoteRef:8] d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan kecelakaan kerja juga bertujuan untuk kedamaian bagi masyarakat (pekerja/buruh) yang bekerja pada perusahaan atau pengusaha, dan oleh karena itu para pekerja/buruh ini juga mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini pelaksanaan tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk kedamain dan keadilan bagi masyarakat pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja.  [7:  Ibid, hlm. 19]  [8:  Hasil Wawancara dan Informasi dari Bapak Samsul Bahri, Wakil Biro Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat, tanggal 19 Oktober 2019.] 


III. PENUTUP
Kesimpulan
Dari apa yang diuraikan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Bahwa pelaksanaan tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi klaim Pengusaha telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini nampak pada diberikannya berbagai tunjangan kecelakaan kerja yang diklaim oleh Pengusaha akibat pekerja/buruhnya yang tertimpa kecelakaan kerja. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab Pengusaha atas pengajuan klaim tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor umum yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu karena faktor-faktor : (a) Hukumnya sendiri;.(b) Penegak Hukum atau petugas yang menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, (c) Fasilitas yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut, dan (d) Kesadaran hukum BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja buruh yang dikenai tanggung jawab, hak dan kewajiban oleh ketentuan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja.
Dari kesimpulan ini maka dapat disarankan bahwa Jaminan/tunjangan kecelakaan kerja bagi pekerja merupakan hal yang sangat penting guna pemulihan atau setidak-tidaknya mengurangi risiko kecelekan kerja yang dialami pekerja/buruh. Oleh karena itu hendaknya Pengusaha harus segera melalukan klaim kepada BPJS. Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan sedapat mungkin harus segera memprosesnya secepat mungkin. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan lebih meningkatkan jumlah pemberian tunjangan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, agar dapat memberikan kesejahteraan kepada pekerja/buruh yang mengalami kecelekaan kerja, dan juga kepada keluarga pekerja/buruh jika kecelakaan kerja tersebut menyebabkan meninggalnya pekerja/buruh.
	Saran
Dari apa yang dijumpai dalam hasil penelitian maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut.:
Bahwa Jaminan/tunjangan kecelakaan kerja bagi pekerja merupakan hal yang sangat penting guna pemulihan atau setidak-tidaknya mengurangi risiko kecelekan kerja yang dialami pekerja/buruh. Oleh karena itu hendaknya Pengusaha harus segera melalukan klaim kepada BPJS. Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan sedapat mungkin harus segera memprosesnya secepat mungkin.
Hendaknya BPJS Ketenagakerjaan lebih meningkatkan jumlah pemberian tunjangan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, agar dapat memberikan kesejahteraan kepada pekerja/buruh yang mengalami kecelekaan kerja, dan juga kepada keluarga pekerja/buruh jika kecelakaan kerja tersebut menyebabkan meninggalnya pekerja/buruh.
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